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ABSTRACT

The development of the West Java International Airport (BIJB) is expected to
improve environmental sustainability, life’s quality and public welfare of the people
in Kertajati Subdistrict, Majalengka Regency, West Java. Yet, basically every
development has an impact on society. The study is aimed at determining the impact
of BIJB development on land use, land market development and socio-economic
changes in the community. Then main data were obtained by conducting interviews
with informants. Then they were analyzed by using spatial approach with
descriptive analysis. Land use changes analysis was done by overlaying land use
maps, making a purposive sampling to land market analysis and doing some
interviews for socio-economic analysis of the community. The result was settlement
increased by 41.84 Ha, mixed garden increased by 24.63 Ha and a reduction of
77.53 Ha for 2 times rice fields then 8.41 Ha for 2 times rice paddy fields +
secondary crops. The change of land use due to the development of the Airport
have an impact to the land prices which also has an effect on the increase of land
market around Kertajati Airport. Land prices increase five times average. The
change of land use due to the Airport’s development has an impact on socio
economic condition change. It comes not only from land use change but also the
change of land prices. The western and southern region people are more advanced
from other people. It happens to the livelihood that change from farmer to another
profession such as entrepreneurs, traders, breeders, and others. The change in land
use has also an impact on the socio-economic condition of the community. One of
them is people’s responses for the development of BIJB. A few people give a positive
response and other give the opposite. The rightful and affected people gives a
positive and others respond negatively. People who respond positively are shown
by building new settlements and doing a better job after airport’s development.
Most of them work at PT. BIJB make them change from a farmer, the others who
give a negative respond complaints about the loss of livelihood. It is about 60% of
the land owned by oneself and 40% is controlled by other people that make a social
change seen from land tenure. It has also an impact on livelihood change. They
used to be farmers now become entrepreneurs, traders, and others. The people
economic change can be seen from the increase of their income, especially for
farmers who have made an improvement doing their main job. Another change seen
from land market development are land value become more varies than before. It
indicated by the land value estimation. It happens around BIJB developmet’s
location. In the west side of BIJB, it is more expensive than the north side. Those
who have developed their livelihood are found in West and South side. It is located
in the Kertasari and Babakan.

Keywords : BIJB’s Developments, Land Use Change, Land market,
socioeconomic
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BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dewasa ini Indonesia sebagai negara berkembang sedang gencar
melakukan pembangunan infrastruktur guna mempermudah masyarakat
terutama di sektor transportasi. Keberadaan infrastruktur memiliki peran yang
sangat penting dalam mewujudkan interaksi sosial dan kelangsungan sistem
perekonomian. Semakin baik keadaan infrastruktur, semakin baik pula
pengaruhnya terhadap interaksi sosial dan keadaan ekonomi suatu wilayah
serta akan memacu kemajuan dan perkembangan suatu wilayah. Ketersediaan
tanah dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum merupakan
faktor utama yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan
tersebut. Pelaksanaan pembangunan tersebut diawali kegiatan pengadaan
tanah.

Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah
dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atau melepaskan
atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang
berkaitan dengan tanah (Zaman 2016, 9). Sedangkan pengertian pengadaan
tanah dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum adalah
kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak
dan adil kepada pihak yang berhak. Selanjutnya menurut Pasal 36, ganti
kerugian yang layak dapat berupa uang, tanah pengganti (ruislag),
pemukiman kembali, kepemilikan saham, atau dalam bentuk lain yang
disetujui oleh kedua belah pihak. Jika negara ingin mengambil tanah
masyarakat, maka harus memberi ganti kerugian sebagai pengganti dari nilai
tanah dan yang berdiri di atasnya kepada pemegang hak (Sitorus dkk. 1995,
31).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan arah
pembangunan Jawa Barat yaitu menjadikan masyarakat Jawa Barat yang

mandiri, dinamis, dan sejahtera (Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010).
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Oleh karena itu diperlukan pembangunan yang akurat termasuk
pengembangan infrastruktur wilayah yang mampu meningkatkan
pertumbuhan ekonomi wilayah dan mendukung kelancaran aktivitas sosial
sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah
pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (B1JB). Pembangunan BIJB
di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka merupakan salah satu upaya
pemerintah untuk mempercepat pembangunan di daerah yang bertujuan
untuk memberikan kemudahan akses transportasi udara, meningkatkan
pendapatan asli daerah Jawa Barat pada umumnya, dan Kabupaten
Majalengka khususnya. Latar Belakang dibangunnya BIJB di Kecamatan
Kertajati yaitu merupakan salah satu bentuk kebijakan Pemerintah Provinsi
Jawa Barat untuk mengembangkan wilayah Metropolitan Cirebon Raya
(MCR). MCR merupakan salah satu bentuk kebijakan Pemerintah Provinsi
Jawa Barat dalam mendorong pengembangan wilayah di daerah, khususnya
di Jawa Barat Bagian Timur. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029.

Pembangunan BIJB ini diatur dalam Peraturan Daerah (Perda)
Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembangunan dan
Pengembangan Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati
Aerocity. Selain itu, pembangunan BIJB ini juga sudah tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Jawa Barat, serta Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi (RTRWP) Jawa Barat. Dalam RTRWP Jawa Barat 2009-2029 dan
RTRW Kabupaten Majalengka 2003-2013, pengembangan kawasan Kertajati
Aerocity telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dengan
bandar udara sebagai infrastruktur strategis yang sesuai dengan penataan
ruang di Kabupaten Majalengka.

Penataan ruang memiliki spesifikasi khusus yang harus diperhatikan
oleh segenap stakeholder mengingat penataan ruang merupakan basis bagi

kegiatan pembangunan yang berpijak pada ruang (Sutaryono 2007, 14).
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Menurut Tarigan dalam Sutaryono (2007), salah satu hal yang harus
diperhatikan ketika menyusun regulasi dalam mengatur penggunaan tanah
adalah menyediakan tanah untuk kepentingan umum. Dengan kata lain,
pembangunan untuk kepentingan umum bukanlah hal yang tiba-tiba muncul
tetapi memang direncanakan dengan matang dan dituangkan dalam kebijakan
penataan ruang. Ditambahkan oleh Kartasasmita dalam Sutaryono (2007),
penataan ruang harus menghasilkan rencana tata ruang yang mempunyai daya
antisipasi tinggi terhadap perkembangan dan tidak kalah cepat dengan
pembangunan, namun tidak mengorbankan kelestarian lingkungan hidup.
Pada dasarnya setiap pembangunan pasti diharapkan dapat
meningkatkan kelestarian lingkungan hidup, kualitas hidup, dan
kesejahteraan masyarakat, namun demikian dalam kenyataannya setiap
pembangunan tersebut membawa dampak positif dan dampak negatif.
Aktivitas pembangunan akan menghasilkan dampak pada manusia maupun
lingkungannya. Dampak terhadap manusia Yyakni meningkat atau
menurunnya kualitas hidup manusia, sedangkan dampak bagi lingkungan
yakni meningkat atau menurunnya daya dukung alam yang akan mendukung
kelangsungan hidup manusia (Zulfikar 2017). Dampak lain dari
pembangunan BIJB vyaitu adanya perubahan penggunaan tanah,
perkembangan pasar tanah, dan perubahan kondisi sosial ekonomi
masyarakat terhadap masyarakat yang berhak dan masyarakat terdampak.
Secara umum pembangunan BIJB ini merupakan suatu proyek
pembangunan yang dapat memberikan keuntungan lebih terhadap Provinsi
Jawa Barat, tetapi di sisi lain pembangunan tersebut memberikan dampak
yang luar biasa terhadap masyarakat Kecamatan Kertajati Kabupaten
Majalengka Provinsi Jawa Barat. Pembangunan BIJB menyebabkan alih
fungsi tanah mencapai 7500 Ha, di antaranya untuk run way (landasan pacu)
seluas 1800 Ha, Kertajati Aerocity 3200 Ha dan pengembangan sekitar 2500
Ha. Tanah yang terkena dampak langsung pembangunan bandar udara
meliputi 5 desa dari 14 desa yang terdapat di Kecamatan Kertajati, yaitu Desa

Kertajati, Bantarjati, Sukakerta, Kertasari, dan Sukamulya (Hidayat dkk.
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2017, 172). Pembangunan BIJB juga secara langsung memberikan dampak
pada harga tanah. Harga tanah di suatu lokasi dapat mengalami perubahan
sejalan dengan perkembangan wilayah yang terjadi. Perubahan harga ini
dapat diakibatkan oleh faktor-faktor tertentu termasuk salah satunya
pembangunan BIJB ini yang memicu perkembangan wilayah.

Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang
bertujuan untuk menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan
masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.
Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana dampak
terhadap masyarakat setelah adanya pembangunan Bandara Kertajati ini,
apabila dilihat dari faktor perubahan penggunaan tanah, perkembangan pasar
tanah dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan uraian di atas
maka peneliti melakukan penelitian sebagai bahan penulisan skripsi berjudul
“Dampak Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB)

terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat.”

Rumusan Masalah

Kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum tidak bisa dilihat dari satu sisi saja tetapi perlu memperhatikan hak
warga masyarakat pemilik tanah yang terkena dampak pembangunan.
Kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan bandar udara tidak selesai
dengan hanya pembayaran ganti rugi. Implikasi sosial ekonomi akan terus
mengikuti seperti implikasi sosial antara lain penguasaan tanah dan mata
pencaharian sedangkan implikasi ekonomi antara lain perubahan nilai tanah
dan pendapatan masyarakat. Dampak lain yang signifikan yaitu dari
perubahan penggunaan tanahnya yang berdampak terhadap masyarakat yang
berhak dan masyarakat yang terkena dampak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan 3 (tiga) masalah dalam

penelitian ini yaitu:



1. Bagaimana dampak pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat

terhadap perubahan penggunaan tanah?

2. Bagaimana dampak pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat

terhadap perkembangan pasar tanah?

3. Bagaimana dampak pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat

terhadap perubahan sosial dan ekonomi masyarakat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a.

Mengetahui dampak perubahan penggunaan tanah pasca
pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat;

Mengetahui dampak perkembangan pasar tanah pasca pembangunan
Bandara Internasional Jawa Barat;

Mengetahui dampak perubahan sosial dan ekonomi masyarakat

pasca pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat;

2. Manfaat Penelitian

a.

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi
pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal mengungkapkan
perubahan penggunaan tanah, perkembangan pasar tanah dan
kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah adanya pengadaan tanah
untuk bandara.

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan
kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional dalam hal langkah-langkah rumusan kebijakan yang
berkaitan dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum Kkhususnya bagi kehidupan masyarakat yang
terkena dampak langsung pembangunan untuk kehidupan di masa
yang akan datang dan untuk pemerintah dalam pengembangan

wilayah.



D. Batasan Penelitian

Karena keterbatasan peneliti dan agar lebih fokus dan terarah, maka

penelitian ini dibatasi dalam upaya mengungkap informasi mengenai

dampak pembangunan BIJB terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Secara lebih spesifik, masalah-masalah penelitian ini dibatasi pada:

1.

Dampak adalah pengaruh yang diberikan oleh pembangunan BIJB.
Pengaruh tersebut diamati dari perubahan penggunaan tanah,
perkembangan pasar tanah dan kondisi sosial ekonomi masyarakat
sebelum dan sesudah BIJB dibangun (sampai saat penelitian
dilaksanakan, pembangunan baru pada fisik bandara dan belum
mencakup Aerocity dan wilayah pengembangan);

Tanah adalah suatu bidang di atas permukaan bumi dan benda-benda
yang berada di atasnya yang digunakan sebagai tempat hidup atau
berusaha bagi manusia;

Penggunaan tanah adalah wujud dari tutupan permukaan bumi baik
berupa bentukan alami maupun buatan manusia;

Nilai tanah adalah suatu pengukuran karakteristik tertentu yang dapat
mempengaruhi harga tanah. Nilai tanah dalam penelitian ini diukur
berdasarkan survei harga tanah jadi peneliti tidak melakukan penilaian
hanya melakukan survei tentang estimasi harga tanah sebelum dan
sesudah Pembangunan BIJB;

Pasar tanah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perkembangan
estimasi harga tanah yang terjadi di sekitar Bandara Kertajati;

Harga tanah adalah penilaian atas tanah berdasarkan harga nominal
dalam satuan uang untuk satuan luas tertentu. Harga tanah yang
digunakan dalam penelitian ini adalah harga titik survei dari lapangan;
Kondisi sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keadaan
masyarakat dilihat dari indikator penguasaan tanah dan mata

pencaharian;



8.

10.

11.

12.

Kondisi ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keadaan
masyarakat dilihat dari indikator perkembangan pasar tanah dan
pendapatan;

Perkembangan pembangunan BI1JB yang dimaksud dalam penelitian ini
adalah perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun mengenai
pembangunan B1JB;

Respon masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
tanggapan masyarakat terhadap pembangunan BIJB dari tahun ke
tahun;

Masyarakat yang berhak adalah masyarakat yang menguasai atau yang
memiliki objek pengadaan tanah;

Masyarakat terdampak adalah masyarakat yang berada di sekitar
pembangunan Bandara Kertajati yang berbatasan langsung dengan

lokasi pengadaan tanah.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Pembangunan BIJB memberikan dampak terhadap penggunaan tanah di
sekitar Bandara Kertajati. Perubahan penggunaan tanah pemukiman
bertambah 41,84 ha, Kebun Campuran bertambah 24,63 ha sedangkan untuk
penggunaan sawah 2x padi berkurang 77,53 ha dan sawah 2x padi +

palawija berkurang 8,41 ha.

. Perubahan penggunaan tanah akibat pembangunan BIJB berdampak

terhadap kenaikan harga tanah sehingga berpengaruh juga pada kenaikan
pasar tanah di wilayah sekitar Bandara Kertajati. Harga tanah naik rata-rata
5 (lima) kali lipat.

. Adanya perubahan penggunaan tanah dari pertanian menjadi non pertanian

dan perkembangan pasar tanah yang bervariasi maka berdampak pula

terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar BIJB. Perubahan

kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagai berikut:

a. Perkembangan pembangunan BIJB dan respon masyarakat masih dengan
tanggapan yang baik dan menunggu pengembangan BIJB menuju
masyarakat yang sejahtera;

b. Masyarakat yang berhak dan masyarakat terdampak sebagian merespon
dengan positif dan sebagian lain merespon dengan negatif. Masyarakat
yang merespon dengan positif ditunjukan dengan membangun
pemukiman baru dan melakukan perubahan pekerjaan menjadi lebih baik
dari petani menjadi pekerja di PT. BIJB, sedangkan yang merespon
dengan negatif ditunjukan dengan keluh kesah masyarakat karena
hilangnya mata pencaharian yang tadinya petani menjadi tidak bekerja;

c. Perubahan sosial masyarakat dilihat dari penguasaan tanahnya, tanah
yang dikuasai oleh diri sendiri 60% dan 40% dikuasai orang lain. Dilihat
dari mata pencahariannya yang tadinya petani berubah menjadi

wiraswasta, pedagang, peternak dan lain-lain;
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d. Perubahan ekonomi masyarakat dilihat dari pendapatan masyarakat,
dengan adanya pembangunan BIJB pendapatan masyarakat bertambah,
terutama bagi petani mampu melakukan strategi penghidupan dengan
mencari tambahan di luar sektor pertanian. Dilihat dari perkembangan
pasar tanah, harga tanah di sekitar BI1JB cukup stabil dan terbilang sangat
murah, namun setelah pembangunan BIJB harga semakin cepat
perkembangannya sehingga harga bervariasi, ditunjukan dengan estimasi
harga tanah di sebelah Barat BIJB lebih mahal dari sebelah Utara.

B. Saran

1. Pemerintah hendaknya melakukan monitoring dan sosialisasi kepada
masyarakat dengan tujuan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM) agar masyarakat mampu mengelola uang ganti kerugian
untuk keberlanjutan usaha, dengan dibentuknya suatu organisasi yang bisa
menampung aspirasi masyarakat untuk membuka usaha.

2. PT. BIJB hendaknya melakukan kerjasama dengan baik untuk
mengembangkan kawasan aerocity yang mejadi penyangga BIJB, sehingga
bandara tersebut bisa lebih bermanfaat dan berfungsi dengan baik. Kerja
sama bisa dilakukan dengan berbagai pihak seperti PT. Wijaya Karya, Thk
(WIKA), sehingga konsep aerotropolis yang diprediksikan akan
menggerakan roda ekonomi di Jawa Barat. PT. BIJB juga sebaiknya
mampu memberi lowongan pekerjaan untuk masyarakat sekitar dan
memberikan program-program yang dapat membuat orang yang bekerja di
bandara lebih semangat. Misalnya, memberikan bantuan beasiswa kepada
setiap anak dari karyawan/buruh yang memiliki prestasi dan mengadakan
program sekolah penerbangan.

3. Perkembangan di wilayah Barat dan Selatan Bandara Kertajati cukup
berkembang sehingga pemerintah jika akan membangun area untuk
pengembangan maka agar membangun di wilayah sebelah utara dan timur
Bandara Kertajati yang estimasi harga tanahnya masih rendah, sehingga

pemerataan perkembangan wilayah tercapai di Kecamatan Kertajati.
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